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Abstract  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang kewenangan yang 
sangat strategis dan sensitif, yaitu menyelesaikan perselisihan hasil 
pemilihan umum. Dalam menjalankan peran sentral ini, Mahkamah 
Konstitusi secara terus-menerus bergulat dengan ketegangan 
paradigmatik antara dua doktrin besar dalam hukum tata negara, yakni 
aktivisme peradilan atau “judicial activism” dan pengekangan peradilan 
atau “judicial restraint”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara 
mendalam dinamika penerapan kedua pendekatan tersebut dalam 
putusan-putusan sengketa pemilu di Indonesia, dengan memberikan 
perhatian khusus pada Pemilihan Presiden tahun 2019 dan 2024, serta 
mengkaji dampak fluktuasi filosofis ini terhadap pengujian undang-undang 
pemilu dan rekomendasi reformasi kelembagaan. Metode yang digunakan 
adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif analitis, yang 
berfokus pada analisis putusan pengadilan, literatur hukum, dan doktrin 
yang relevan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa meskipun 
Mahkamah Konstitusi secara institusional cenderung menerapkan doktrin 
pengekangan peradilan yang ketat dalam sengketa hasil pemilu, telah 
terjadi pergeseran paradigma yang tidak dapat diabaikan. Pergeseran ini 
paling nyata ditandai oleh lahirnya pendapat berbeda atau “dissenting 
opinion” dari tiga orang hakim konstitusi pada putusan sengketa Pilpres 
2024, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 
sejarah persidangan sengketa hasil pemilu presiden di Indonesia. Fluktuasi 
filosofis yang sama juga terlihat dalam putusan-putusan pengujian 
undang-undang pemilu, seperti kontroversi putusan mengenai batas usia 
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calon presiden dan wakil presiden serta putusan progresif mengenai 
ambang batas pencalonan presiden. Kesimpulan dari artikel ini 
menegaskan bahwa dialektika antara aktivisme dan pengekangan 
peradilan mencerminkan upaya sungguh-sungguh Mahkamah Konstitusi 
dalam mencari titik keseimbangan yang sulit antara kepastian hukum, 
stabilitas politik nasional, dan keadilan substantif yang dicitakan oleh 
konstitusi. Sebagai rekomendasi, reformasi kelembagaan yang serius, 
khususnya pembentukan pengadilan khusus pemilu yang terintegrasi, 
dinilai sangat mendesak untuk mengatasi fragmentasi kewenangan yang 
selama ini melemahkan efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. 
 
Keywords: konstitusi, pemilu, judicial activism, judicial restraint 
 
PENDAHULUAN  

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik 
Indonesia merupakan salah satu buah reformasi yang paling fundamental dan 
membanggakan (Sulistyowati, 2025). Lembaga tinggi negara ini secara formal 
diintegrasikan ke dalam struktur ketatanegaraan melalui Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tahun 2001. 
Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945, yang 
mendesain Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan empat fungsi utama yang krusial 
bagi tegaknya negara hukum demokratis. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai 
pengawal konstitusi atau “guardian of the constitution”, sebagai penafsir akhir konstitusi 
atau “final interpreter of the constitution”, sebagai pelindung hak asasi manusia warga 
negara, serta sebagai penegak demokrasi dan prinsip-prinsip elektoral yang berintegritas. 
Putusan Mahkamah konstitusi bersifat dinal dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak 
manapun dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan 
(Sulistyowati et al., 2023). Dalam konteks politik ketatanegaraan yang lebih luas, seorang 
pakar bernama Sujit Choudhry mengidentifikasi bahwa lembaga peradilan konstitusi di 
berbagai belahan dunia sering kali dipanggil untuk memikul beban terberat, yaitu 
menyelesaikan isu-isu politik paling sensitif yang dihadapi suatu bangsa. Isu-isu tersebut 
tidak lain meliputi pengujian konstitusionalitas undang-undang pemilu serta penyelesaian 
sengketa atas hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. 

Di Indonesia, fenomena yang dikenal sebagai yudisialisasi politik atau 
“judicialization of politics” terlihat sangat nyata dan bahkan mendominasi kinerja 
Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kewenangan untuk memutus perselisihan hasil 
pemilihan umum. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penyelesaian persoalan 
politik yang sebelumnya berada di ranah lembaga legislatif dan eksekutif ke lembaga 
peradilan, meskipun pengadilan pada dasarnya bukan institusi yang bersifat representatif 
maupun akuntabel secara politik (Satrio, 2016). Secara kuantitatif, meskipun pemilihan 
umum di Indonesia secara periodik diselenggarakan setiap lima tahun sekali, jumlah 
perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi jauh lebih besar 
dibandingkan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Dinamika 
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kuantitatif ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran fungsional secara praktis dan 
signifikan. Dalam praktik kesehariannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih sering dan 
lebih dikenal publik berfungsi sebagai pengadil sengketa politik elektoral ketimbang 
sebagai penguji konstitusionalitas norma abstrak dalam undang-undang. Dalam 
menjalankan peran krusial dan sarat risiko ini, Mahkamah Konstitusi secara terus-
menerus dihadapkan pada sebuah ketegangan paradigmatik yang fundamental. 
Ketegangan ini terjadi antara doktrin aktivisme peradilan yang mendorong hakim untuk 
bertindak progresif dan doktrin pengekangan peradilan yang menghendaki sikap pasif 
dan hormat pada lembaga politik. Ketegangan ini secara langsung memengaruhi cara 
para hakim konstitusi memosisikan diri dan lembaganya: apakah mereka sekadar 
bertindak sebagai kalkulator atau penghitung angka suara hasil pemilu yang steril dari 
nilai, atau melangkah lebih jauh sebagai penegak keadilan pemilu substantif yang 
berwenang menilai legitimasi dan integritas seluruh tahapan proses pemilu, mulai dari 
pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi nasional. 

Berdasarkan kompleksitas latar belakang masalah tersebut, artikel ini disusun untuk 
menjawab dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, 
bagaimana dinamika penerapan doktrin aktivisme peradilan dan doktrin pengekangan 
peradilan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa 
hasil pemilihan umum dari masa ke masa, dengan studi kasus utama pada sengketa 
Pilpres tahun 2019 dan 2024. Kedua, apa dampak dari fluktuasi filosofis antara kedua 
pendekatan tersebut, tidak hanya dalam ranah sengketa hasil pemilu tetapi juga terhadap 
putusan-putusan pengujian undang-undang pemilu, serta rekomendasi reformasi 
kelembagaan seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan sistem keadilan elektoral 
yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkeadilan di masa depan. 
 
METODE PENELITIAN   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan kualitatif analitis. Dengan cara mengumpulkan, mengkaji, 
dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen 
hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk 
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang 
diteliti melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fadli, 
Muhammad Rijal 2021). 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dianalisis 
untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi), penerapan norma 
hukum, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Putusan 
pengadilan dipilih karena memiliki kekuatan otoritatif dalam menjelaskan penerapan 
hukum secara konkret terhadap suatu perkara. Selain itu, penelitian juga menggunakan 
bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian 
terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan tema penelitian guna memperkuat 
analisis dan argumentasi hukum. 

Pendekatan kualitatif analitis digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi 
pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, 



 

Jurnal Sosiohumaniora Kodepena          

Information Center for Indonesian 

Social Sciences  

Vol. 7, No.1,  

 Mei 2026 

pISSN 2723–7516 

eISSN 2723–4762 

 

 

 

 Jurnal Sosiohumaniora Kodepena | Vol. 07, Issue 01,  2026 

Information Center for Indonesian Social Sciences 

 

66 

 

substansi, dan interpretasi hukum dari data yang diperoleh. Data dianalisis secara 
deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan isi 
putusan pengadilan dan menghubungkannya dengan teori hukum, asas hukum, serta 
peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang logis 
dan objektif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri 
dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek 
penelitian (Haryono, Eko, dkk. 2023) Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik 
content analysis (analisis isi), yaitu menelaah secara mendalam isi dokumen hukum untuk 
menemukan konsep, argumentasi, dan pola-pola pertimbangan hukum yang terkandung 
dalam putusan pengadilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu 
memberikan gambaran yang sistematis, kritis, dan mendalam mengenai permasalahan 
hukum yang diteliti (Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah 2024). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

Untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, pembahasan dalam 
artikel ini akan dibagi ke dalam dua sub bab yang sistematis. Sub bab pertama akan 
menguraikan secara panjang lebar dinamika penerapan aktivisme dan pengekangan 
peradilan dalam sengketa hasil pemilu, dengan menyoroti evolusi doktrin pelanggaran 
terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, serta kontras antara putusan Pilpres 2019 
dan 2024 yang diwarnai oleh pendapat berbeda pertama dalam sejarah. Sub bab kedua 
akan menganalisis dampak fluktuasi filosofis tersebut terhadap pengujian undang-
undang pemilu, dengan membandingkan putusan kontroversial batas usia calon presiden 
dan putusan progresif ambang batas pencalonan presiden, serta mengkaji urgensi 
pembentukan pengadilan khusus pemilu sebagai solusi atas fragmentasi kewenangan 
yang ada. 

 
I. Dinamika Penerapan Doktrin Aktivisme Peradilan dan Pengekangan Peradilan dalam 

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum 
Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen yang paling penting 

dalam penyelanggaraan negara demokratis (H. S. Nugraha, 2015). Perdebatan teoretis 
dan praktis mengenai apakah Mahkamah Konstitusi Indonesia seharusnya berperan 
sebagai sebuah Mahkamah Kalkulator atau sebagai sebuah Mahkamah Keadilan 
mencapai puncak ketegangannya pada persidangan sengketa hasil pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan 2024. Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 
2024 itu memperlihatkan meningkatnya eskalasi sengketa pemilu yang tidak hanya 
berfokus pada selisih perolehan suara, tetapi juga pada dugaan pelanggaran pemilu yang 
bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menunjukkan perubahan sengketa 
pemilu dari sekadar persoalan angka menjadi persoalan substantif yang berkaitan dengan 
legitimasi demokrasi itu sendiri (Arfandy & Maharani, 2026). Pertanyaan mendasarnya 
adalah apakah Mahkamah hanya berwenang mengadili selisih angka hasil pemungutan 
suara yang bersifat kuantitatif dan matematis, ataukah Mahkamah juga memiliki 
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kewenangan yang lebih luas untuk menguji dan menilai integritas serta keadilan dari 
seluruh tahapan proses pemilu yang bersifat kualitatif. 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kecenderungan 
penggunaan pendekatan judicial activism ketika menghadapi kekosongan hukum atau 
ketidakjelasan suatu norma. Judicial activism pertama kali diperkenalkan oleh Arthur 
Schlesinger yang menggambarkan bahwa para hakim yang menggunakan judicial activism 
cenderung menempatkan dirinya sebagai pihak yang berwenang memberikan penilaian 
terhadap kebijakan politik, sosial maupun ekonomi berdasarkan pertimbangannya 
(Haqiqi, 2025). Pendekatan judicial activism ini memberikan ruang bagi hakim untuk 
menafsirkan konstitusi secara progresif demi memenuhi tuntutan keadilan dan 
perkembangan masyarakat. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi juga menerapkan judicial 
restraint sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-
undang (Fadll et al., 2025). 

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menangani sengketa hasil 
pemilihan umum (Sulistyowati, Nadya Maharani, et al., 2024). Dalam persidangan 
perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019, yang termaktub dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap yang 
sangat jelas, yaitu menerapkan prinsip pengekangan peradilan atau “judicial restraint” 
secara konsisten, kaku, dan ketat. Judicial restraint adalah teori yang berkembang di 
Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan 
(separation of power) dan menekankan bahwa pengadilan dan hakim harus membatasi 
diri agar tidak mengambil kewenangan legislatif atau eksekutif, terutama dalam 
membuat norma hukum baru melalui putusan judicial review. Pendekatan terhadap teori 
ini mengharuskan pengadilan dan hakim-hakimnya untuk memahami dengan jelas 
batasan kewenangan dan kapasitas mereka, sehingga dapat menahan diri dari mengadili 
atau membuat kebijakan yang tidak menjadi bagian dari wewenang mereka (Alatas et al., 
2024). 

 Mahkamah Konstitusi pada masa itu membatasi ruang lingkup pemeriksaannya 
secara sempit pada perselisihan angka hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh 
Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh 
para pemohon untuk mengadili substansi dari dalil-dalil pelanggaran yang bersifat TSM. 
TSM yang dimaksud adalah Terstruktur yaitu direncanakan secara matang dan 
melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, Kemudian Sistematis 
yaitu dilakukan dengan perencanaan matang dan menggunakan strategi yang baik, dan 
terakhir Masif yaitu dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas (Rudy & Purba, 
2014). Alasannya adalah bahwa pelanggaran TSM tersebut, menurut pandangan 
mayoritas hakim, tidak disertai dengan bukti empiris yang cukup dan meyakinkan 
mengenai dampak kuantitatif langsung terhadap selisih perolehan suara di tingkat 
nasional. 

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan sebuah pembagian peran 
kelembagaan yang sangat kaku dan hirarkis. Menurut paradigma ini, pelanggaran 
administrasi pemilu yang bersifat TSM merupakan domain kewenangan absolut dan 
eksklusif dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara 
pemilu yang bertugas mengawal proses. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi hanya 
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berwenang memproses dan memutus perselisihan yang timbul dari hasil penghitungan 
suara itu sendiri. Pendekatan ini secara efektif menutup pintu bagi para pemohon untuk 
membawa isu-isu kecurangan sistemik ke meja persidangan Mahkamah Konstitusi. 

Situasi yang sangat berbeda dan jauh lebih dinamis terjadi pada persidangan 
perselisihan hasil pemilu Pilpres 2024 dimana Pilpres tersebut menjadi titik balik yang 
krusial dalam lanskap politik Indonesia (Sulistyowati et al., 2025). Melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-
XXII/2024, terjadi eskalasi dan ekspansi dalil gugatan yang sangat signifikan jika 
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Para pemohon, yang terdiri dari pasangan 
calon presiden dan wakil presiden tertentu serta tim hukumnya, tidak lagi hanya berfokus 
pada kesalahan teknis rekapitulasi numerik suara. Mereka melangkah jauh lebih maju 
dengan menggugat hal-hal yang bersifat sistemik dan struktural. Dalil-dalil yang diajukan 
meliputi tuduhan manipulasi peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan 
calon tertentu, pembajakan program bantuan sosial pemerintah untuk kepentingan 
elektoral, ketidaknetralan para pejabat kepala daerah yang dipilih secara politik, serta 
penempatan orang-orang presiden atau “all the president's men” di lembaga 
penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang 
dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu (A. Nugraha, 
2025). Dalam argumentasi hukumnya yang canggih, para pemohon meminta dengan 
tegas agar Mahkamah Konstitusi menerapkan asas hukum universal yang berbunyi 
“nemo commodum capere potest de injuria sua propria”, yang berarti bahwa tidak ada 
seorang pun atau satu pihak pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran hukum yang 
dilakukannya sendiri. Para pemohon secara terus terang mendesak Mahkamah Konstitusi 
untuk keluar dari kungkungan sempit dan usang paradigma Mahkamah Kalkulator dan 
berani bertransformasi menjadi Mahkamah Keadilan yang berwenang menegakkan 
moralitas konstitusi. 

Meskipun pada akhirnya gugatan para pemohon tersebut secara formal ditolak 
oleh suara mayoritas majelis hakim konstitusi, persidangan tahun 2024 telah 
memperlihatkan sebuah fakta penting yang tidak dapat dipungkiri. Mahkamah Konstitusi 
tidak dapat sepenuhnya menghindar atau bersikap pura-pura tidak melihat terhadap 
tuntutan publik dan para pihak yang berperkara untuk mengadili integritas proses pemilu 
secara keseluruhan. Salah satu hambatan teknis dan prosedural yang paling sering 
dikemukakan oleh para hakim adalah keterbatasan waktu pemeriksaan. Undang-undang 
mengatur bahwa persidangan perselisihan hasil pemilu presiden hanya berlangsung 
selama 14 hari kerja, sebuah rezim yang dikenal sebagai peradilan cepat atau “speedy 
trial”. Keterbatasan waktu yang ekstrem ini diakui secara terbuka oleh Mahkamah 
sebagai hambatan utama untuk melakukan pembuktian kualitatif yang komprehensif dan 
mendalam terhadap pelanggaran-pelanggaran sistemik yang dituduhkan oleh para 
pemohon, terutama yang memerlukan pemeriksaan saksi dan ahli secara luas. 

Peristiwa paling bersejarah dan mengejutkan dari persidangan Pilpres 2024 adalah 
lahirnya pendapat berbeda atau “dissenting opinion” untuk pertama kalinya dalam 
sejarah peradilan sengketa hasil pemilu presiden di Indonesia. Dissenting opinion adalah 
pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda (A. 
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Nugraha, 2025). Tiga orang Hakim Konstitusi yang terhormat, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. 
Enny Nurbaningsih, dan Prof. Arief Hidayat, menyatakan pendapat yang berbeda secara 
fundamental dengan putusan mayoritas. Seperti yang pernah dikemukakan oleh mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Moh. Mahfud MD, dalam sengketa-sengketa Pilpres 
sebelumnya, kesembilan hakim konstitusi selalu mengedepankan semangat kompromi 
dan kebersamaan demi mencapai keputusan yang bulat dan mufakat. Hal ini dilakukan 
karena mereka sadar betul bahwa putusan tersebut menyangkut jabatan kepemimpinan 
nasional tertinggi yang sangat sensitif dan berpotensi memecah belah bangsa. Namun, 
polarisasi tajam yang terjadi pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbedaan 
mendasar dan tidak dapat direkonsiliasi di antara para hakim konstitusi mengenai 
penafsiran metode penemuan hukum, penalaran hukum, dan batas legitimasi intervensi 
peradilan ke dalam ranah politik elektoral. 

Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam pendapat berbedanya yang panjang dan 
argumentatif, mengkritik dengan tajam pendekatan mayoritas hakim yang dinilainya 
terlalu membatasi diri pada pemeriksaan selisih suara semata. Saldi Isra berargumen 
secara progresif dan berani bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral 
yang tidak dapat didelegasikan untuk menjaga asas pemilu yang berintegritas, jujur, dan 
adil. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ia menilai bahwa dalil para 
pemohon mengenai politisasi program bantuan sosial yang masif dan ketidaknetralan 
sebagian penjabat kepala daerah adalah beralasan menurut hukum dan didukung oleh 
alat bukti yang cukup. Atas dasar keyakinan hukumnya itu, Saldi Isra mengajukan usulan 
yang sangat konkret dan berani berupa perintah kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa daerah yang terbukti 
secara meyakinkan mengalami pelanggaran struktural. Senada dengan pandangan Saldi 
Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan dalam pendapat berbedanya bahwa 
Mahkamah Konstitusi tidak boleh terperangkap dan terbelenggu oleh formalisme hukum 
yang kaku, sempit, dan mandul ketika sedang berhadapan dengan pelanggaran berat 
terhadap asas-asas pemilu yang merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Arief Hidayat 
dengan tegas mengusulkan agar Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para 
pemohon dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah 
strategis nasional yang sangat luas, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih memfokuskan analisis hukumnya yang cermat dan mendalam pada isu 
ketidaknetralan pejabat dan aparatur negara. Setelah membedah kasus per kasus 
ketidaknetralan tersebut secara rinci di wilayah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi 
Selatan, dan Sumatra Utara, ia menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut nyata terjadi 
dan memiliki dampak signifikan. Ia pun sependapat dengan kedua rekannya untuk 
memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut. 

Meskipun secara formal dan yuridis pendapat berbeda dari ketiga hakim ini tidak 
memengaruhi keabsahan dan kekuatan mengikat dari amar putusan mayoritas, 
keberadaan pendapat minoritas ini memiliki implikasi konstitusional dan sosiologis yang 
sangat luas dan mendalam. Pertama, keberadaan “dissenting opinion” menunjukkan 
transparansi yang tinggi atas proses musyawarah hakim yang selama ini tertutup dari 
publik. Kedua, hal ini secara signifikan memperkuat sistem “checks and balances” internal 



 

Jurnal Sosiohumaniora Kodepena          

Information Center for Indonesian 

Social Sciences  

Vol. 7, No.1,  

 Mei 2026 

pISSN 2723–7516 

eISSN 2723–4762 

 

 

 

 Jurnal Sosiohumaniora Kodepena | Vol. 07, Issue 01,  2026 

Information Center for Indonesian Social Sciences 

 

70 

 

di dalam lembaga peradilan itu sendiri, karena mencegah terjadinya tirani mayoritas di 
antara para hakim. Ketiga, “dissenting opinion” meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap kemandirian, kebebasan, dan keberanian intelektual para hakim konstitusi 
karena mencerminkan transparansi serta meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas 
putusan yang dihasilkan (Fernanda et al., 2024). Lebih jauh lagi, argumen-argumen 
hukum substantif yang terkandung dalam pendapat berbeda ini berfungsi sebagai 
pembuka jalan yang sangat berharga bagi interpretasi hukum baru di masa depan. 
Argumentasi progresif ketiga hakim tersebut menjadi batu pijakan teoretis yang kokoh 
dan tidak ternilai bagi upaya reformasi kebijakan pemilu di masa mendatang, terutama 
dalam mewujudkan keadilan elektoral yang substantif, bukan sekadar prosedural. 

 
II. Dampak Fluktuasi Filosofis terhadap Pengujian Undang-Undang Pemilu dan Urgensi 

Reformasi Kelembagaan 
 
Ketegangan dialektis antara aktivisme peradilan dan pengekangan peradilan yang 

terjadi di Mahkamah Konstitusi tidaklah terbatas hanya pada ranah penyelesaian 
sengketa hasil pemilu semata. Akar permasalahannya jauh lebih dalam, karena 
ketegangan ini juga berakar kuat pada inkonsistensi dan fluktuasi pendekatan yang 
diperlihatkan oleh para hakim konstitusi ketika mereka melakukan pengujian undang-
undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar. Fluktuasi sikap hakim dalam 
mengkategorikan suatu norma dalam undang-undang sebagai bagian dari kebijakan 
hukum terbuka atau “open legal policy” yang sepenuhnya menjadi domain legislatif, atau 
sebagai inkonstitusionalitas substantif yang memerlukan intervensi peradilan, sering kali 
menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat ketatanegaraan yang sangat 
membahayakan. Konsep open legal policy sendiri pada dasarnya menunjukkan adanya 
upaya pengembangan judicial restraint, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi menahan diri 
untuk tidak mencampuri pengaturan atau kewenangan pembentuk undang-undang. 
Namun, penerapannya sering kali tidak konsisten karena dalam perkara dengan situasi 
atau konteks yang sama, Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan atau 
pertimbangan hukum yang berbeda (Mahakam & Sujatnika, 2025). 

Contoh paling jelas dari fluktuasi yang kontroversial adalah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat batas usia minimal 
calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan yang menggemparkan publik ini, 
Mahkamah Konstitusi secara kontroversial dan berani mengambil peran sebagai 
pembentuk undang-undang positif atau “positive legislator”. Keputusan ini dianggap 
kontroversial karena dianggap menguntungkan Gibran, yang usianya masih di bawah 
ketentuan sebelumnya (Sulistyowati, Maharani, et al., 2024). Mayoritas hakim dalam 
putusan ini memodifikasi secara substantif isi pasal dalam undang-undang pemilu. 
Mereka tidak sekadar membatalkan norma yang ada, tetapi secara aktif menambahkan 
syarat alternatif baru, yaitu pengalaman menjabat sebagai kepala daerah di samping 
syarat usia minimal yang sudah ditetapkan. Langkah yang dinilai sebagai bentuk aktivisme 
peradilan ekstrem ini langsung menuai kritik yang sangat tajam dan luas dari berbagai 
kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil. Putusan ini dinilai 
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telah menciptakan norma hukum baru yang diskriminatif, mengaburkan kepastian hukum 
karena menciptakan dua tafsir berbeda atas syarat yang sama, serta melanggar prinsip 
fundamental pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sikap aktivis 
dari mayoritas hakim ini sangat bertentangan dengan pendapat hukum dari empat orang 
hakim konstitusi yang justru mengajukan pendapat berbeda atau “dissenting opinion”, 
yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat. Keempat hakim ini 
dengan konsisten memandang bahwa pengaturan syarat batas usia calon presiden dan 
wakil presiden sepenuhnya merupakan ranah kebijakan hukum terbuka yang menjadi hak 
prerogatif pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 
Menurut mereka, Mahkamah Konstitusi wajib menghormati domain kebijakan tersebut 
melalui pendekatan pengekangan peradilan yang ketat. 

Sebaliknya, pergeseran dari doktrin pengekangan peradilan menuju doktrin 
aktivisme peradilan yang mendapatkan apresiasi positif dan luas terlihat dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyangkut ambang batas 
pencalonan presiden atau yang lebih dikenal dengan istilah “presidential threshold”. 
Selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari satu dekade, Mahkamah Konstitusi telah 
memeriksa lebih dari 33 permohonan pengujian undang-undang yang menyerang 
konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam puluhan 
putusannya sebelumnya, Mahkamah secara konsisten bersikap pasif, akomodatif, dan 
menerapkan pengekangan peradilan. Mahkamah selalu menolak semua gugatan 
terhadap ketentuan ambang batas tersebut dengan alasan bahwa persentase angka 
ambang batas merupakan domain kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang 
yang tidak boleh dicampuri oleh hakim. Namun, pada awal tahun 2025, Mahkamah 
Konstitusi secara mendasar dan mengejutkan mengoreksi pandangan lamanya. 
Mahkamah menyatakan dengan tegas bahwa syarat ambang batas minimal pencalonan 
presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah inkonstitusional karena 
bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak konstitusional seluruh partai 
politik. Langkah berani yang merupakan wujud dari aktivisme hukum progresif ini 
didasarkan pada argumen perlindungan hak konstitusional partai politik non-parlemen 
serta penegakan prinsip kesetaraan dalam berdemokrasi. Dalam perkembangan yang 
menarik, dua orang hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra, tercatat sebagai 
sosok yang paling konsisten dan vokal sejak awal mendorong terjadinya pergeseran 
progresif ini. 

Untuk memberikan perspektif komparatif yang memperkaya analisis, sangat 
bermanfaat untuk membandingkan dinamika peran yudisial di Indonesia dengan negara 
demokratis lainnya di kawasan Asia Tenggara, misalnya Filipina. Karakteristik yang 
ditunjukkan oleh Indonesia terbilang unik. Negara Filipina tidak memiliki lembaga 
Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dan terpisah. Sistem peradilan di Filipina 
menganut yurisdiksi umum yang terpusat di bawah Mahkamah Agung Filipina. Kebijakan 
mengenai ambang batas parlemen atau “parliamentary threshold” di Filipina diatur 
secara sangat kaku dan rinci di dalam teks Konstitusi Filipina tahun 1987 itu sendiri. 
Konstitusi Filipina secara eksplisit menetapkan kuota alokasi kursi sebesar 20 persen bagi 
sistem daftar partai atau “party-list system”. Akibat dari pengaturan yang kaku dalam 
konstitusi ini, pengadilan di Filipina, termasuk Mahkamah Agungnya, bersikap sangat 
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patuh, tunduk, dan tidak memiliki ruang gerak interpretasi. Mereka menerapkan apa yang 
dapat disebut sebagai pengekangan peradilan mutlak karena perubahan terhadap angka 
ambang batas tersebut hanya dapat dilakukan melalui amandemen konstitusi, bukan 
melalui putusan pengadilan. Sebaliknya, di Indonesia, fleksibilitas yang dimiliki oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 
membuka ruang intervensi yudisial yang sangat dinamis dan progresif. Hal ini 
memungkinkan Mahkamah untuk secara aktif mengoreksi jalannya proses politik legislasi 
yang dipandang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi. 

Tantangan terbesar dan paling sistemik dalam sistem keadilan elektoral Indonesia 
saat ini adalah adanya fragmentasi kewenangan yang diatur secara kaku dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembagian yurisdiksi yang 
bersifat sektoral dan hirarkis antara Badan Pengawas Pemilu yang bertugas menangani 
sengketa proses dan pelanggaran administratif di satu sisi, dengan Mahkamah Konstitusi 
yang hanya berwenang memutus sengketa hasil akhir di sisi lain, sering kali melahirkan 
ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Tidak jarang terjadi tumpang tindih 
keputusan, bahkan konflik yurisdiksi, antara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan juga 
Mahkamah Agung. Kondisi ini secara signifikan memperlemah efektivitas penegakan 
hukum pemilu secara keseluruhan. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, 
sistematis, dan masif sering kali jatuh di antara celah-celah yurisdiksi yang sempit ini, tidak 
tersentuh secara tuntas oleh satu lembaga pun. 

Guna mengatasi persoalan institusional yang kronis ini dan untuk mencapai 
keadilan elektoral yang holistik, terpadu, dan berkeadilan, Indonesia saat ini sangat 
memerlukan rekonstruksi sistem hukum ketatanegaraan yang serius dan fundamental. 
Reformasi besar-besaran terhadap kerangka hukum pemilu harus diarahkan pada dua hal 
secara simultan. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan serta independensi 
pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu sebagai ujung tombak pengawalan proses 
pemilu. Kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, adalah perlunya kajian akademik dan 
politik yang mendalam mengenai urgensi pembentukan sebuah Pengadilan Khusus 
Pemilu atau “dedicated Election Court” di Indonesia. Pengadilan khusus pemilu yang 
diidealkan ini diharapkan memiliki kewenangan yang terintegrasi dan menyeluruh. 
Pengadilan khusus ini dirancang untuk mampu menyatukan seluruh yurisdiksi yang 
selama ini terfragmentasi, yaitu penanganan sengketa proses pemilu, penanganan 
sengketa hasil pemilu, serta penanganan pelanggaran administratif yang bersifat 
terstruktur, sistematis, dan masif, di bawah satu atap peradilan khusus yang independen 
dan profesional. Dengan adanya lembaga peradilan khusus yang terintegrasi ini, 
kepastian hukum dapat dijamin, demokrasi yang berintegritas dapat ditegakkan, dan 
keadilan substantif yang selama ini hanya menjadi cita-cita dapat diwujudkan secara 
nyata sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan diidam-idamkan oleh seluruh 
rakyat Indonesia. 
 
PENUTUP   

Berdasarkan uraian panjang dan analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dialektika peran Mahkamah Konstitusi 
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dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu menegaskan bahwa batas legitimasi hakim 
konstitusi tidak pernah bersifat tetap dan hitam putih, melainkan terletak pada 
kemampuan mereka yang terus menerus diuji untuk menjaga keseimbangan yang 
harmonis dan dinamis antara independensi peradilan di satu sisi dan akuntabilitas 
demokratis di sisi lain dalam menafsirkan konstitusi. Kedua, penerapan doktrin 
pengekangan peradilan secara kaku dan tanpa fleksibilitas dalam penyelesaian 
perselisihan hasil pemilu berisiko besar mengerdilkan peran luhur Mahkamah Konstitusi 
menjadi sekadar sebuah Mahkamah Kalkulator yang buta terhadap pelanggaran 
moralitas konstitusi dan kecurangan sistemik demi mengejar kepastian angka formal yang 
semu. Sebaliknya, penerapan doktrin aktivisme peradilan yang tanpa dasar argumentasi 
hukum yang kokoh, tanpa prinsip kehati-hatian yang memadai, dan tanpa pertimbangan 
dampak jangka panjang dapat menyeret lembaga yudikatif yang terhormat ke dalam 
perangkap politisasi praktis, merusak legitimasi kelembagaan Mahkamah di mata publik, 
serta memicu fenomena berbahaya yang dikenal sebagai campur tangan peradilan 
berlebihan atau “judicial overreach”, yang pada akhirnya justru merusak fondasi 
pemisahan kekuasaan negara. 

Ketiga, dinamika penerapan kedua pendekatan tersebut menunjukkan dengan 
gamblang bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sedang berada dalam posisi yang tidak 
mudah dan terus menerus tertekan. Pada satu sisi, tuntutan moral dan konstitusional 
untuk melindungi hak-hak warga negara serta menegakkan keadilan substantif 
mendorong para hakim untuk berani bertindak progresif dan melampaui teks hukum. 
Pada sisi lain, prinsip demokrasi yang menghormati suara mayoritas rakyat melalui 
lembaga perwakilan dan kebijakan terbuka legislatif justru menuntut sikap pengekangan 
diri dan rasa hormat yang mendalam dari hakim. Munculnya pendapat berbeda atau 
“dissenting opinion” yang pertama kali dalam sejarah perselisihan hasil pemilu presiden 
tahun 2024 merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa perdebatan internal 
mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah semakin terbuka, substantif, dan sehat, 
meskipun juga menimbulkan polarisasi. 

Terakhir dan yang terpenting, untuk dapat mencapai keadilan elektoral yang 
holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan di masa depan, reformasi besar-besaran 
terhadap kerangka hukum pemilu dan kelembagaan peradilan merupakan sebuah 
keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Reformasi tersebut harus dimaknai 
sebagai sebuah proyek besar kebangsaan. Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu yang 
terintegrasi, yang memiliki kewenangan absolut dan menyeluruh untuk menangani 
secara bersama-sama sengketa proses, sengketa hasil, dan pelanggaran terstruktur, 
sistematis, dan masif, merupakan rekomendasi utama dan paling mendesak dari artikel 
ini. Langkah strategis dan berani ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen untuk 
mengakhiri fragmentasi kewenangan kronis yang telah lama menjadi kelemahan sistem 
ketatanegaraan kita. Dengan demikian, kepastian hukum yang hakiki dapat diciptakan, 
integritas demokrasi elektoral dapat diperkuat dari akar hingga puncak, dan keadilan 
substantif yang dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya 
dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum di 
Indonesia. 
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